PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten/
Kota;

b. bahwa untuk memungut Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomeor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048),

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulavan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Belitung
Tahun 1986 Serie D Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten  Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kabupaien Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PAJAK
PARKIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

e ow

Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.

Bupati adalah Bupati Belitung.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengusaha Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha parkir
untuk dan atas mamanya sendiri dan atau nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

Tempat parkir adalah tempat tertentu yang berada di luar badan jalan oleh
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut
bayaran.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat
sementara.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah furan wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah.

Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat pajak adalah pajak yang dikenakan atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau
badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, fermasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,

Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Perseckutuan, Perkumpulan, Yayasan,
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Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis,
Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak
Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak
tertentu,

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau
pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak, dan/ atau harta
dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
Daerah.

. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Bupati.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah sclanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Penyidikan tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAIJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama pajak parkir dipungut pajak kepada setiap pelayanan

penyelenggaraan Parkir.

(2) Obyek pajak adalah setiap pelayanan di tempat parkir.

Pasal 3

(1) Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan

pembayaran atas pelayanan Parkir.

(2) Wajib pajak adalah pengusaha parkir.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
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Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang ditetapkan oleh pengusaha
parkir.

Pasal 5
Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
Pasal 6

Besamnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WILAY AH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah dacrah tempat parkir berlokasi.
BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan parkir diperoleh.
BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau

Pejabat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati atau
Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.



BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

_Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan kepada Bendaharawan sesuai waktu yang
ditentukan dalam SPTPD dan SKPD.

(2) Hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 14
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh
apabila :
a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa, atau

b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15
Wajib pajak yang melaporkan pajaknya tidak benar atau tidak membayar pajak

berturut-turut 3 (tiga) bulan maka surat izin usaha parkir akan dicabut atau tidak
akan diperpanjang lagi.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16
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(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sechingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak yang terutang.

Pasal 17

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah agar Kketerangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana pajak daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daecrah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang pajak daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang sescorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
indentitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e ayat (2) pasal ini ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak dacrah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang pajak daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketenfuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 4 Oktobep(m(}l.

D ANG D

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 23 TAHUN 2001.
ANGGALZ1 QKTOBEHR 2001,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, [j

WW-M
Drs. MUKTIE MIMAN
PEMBINA TK.I NIP. 440012161.
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